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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kemampuan guru SMA IPA dan IPS terkait dengan penguasaan materinya untuk materi pelajaran yang diujikan pada UN. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif eksploratif. 
Subjek penelitian ini adalah  respons guru terhadap soal Ujian Nasional SMA IPA dan SMA IPS di provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah yang pencapaian hasil UN rendah.  Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dari kegiatan penelitian puspendik balitbang Kemendikbud 2011 yang berupa hasil tes ( meliputi tes pilihan ganda dan esai untuk guru kelas akhir). Tes digunakan untuk mengetahui penguasaan materi guru terhadap SK/KD yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan daya serap selama beberapa tahun. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui profil kemampuan guru SMA IPA dan SMA IPS di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan penguasaan materi guru di DIY (pilihan Ganda)yang reratanya belum 70 akni guru mata pelajaran Matematika IPA, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi.  Kemampuan penguasaan materi guru di DIY (Uraian) yang reratanya belum 70 yakni Bhs Indonesia, Bhs Inggris, Fisika, Matematika IPA, Ekonomi, Geografi, Matematika IPS, dan Sosiologi. Kemampuan penguasaan materi guru di Jawa Tengah (pilihan Ganda) yang reratanya belum 70 yakni Fisika, Matematika IPA, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi.  Kemampuan penguasaan materi guru di Jawa Tengah (Uraian) yang reratanya belum 70 yakni pada mata pelajaran Bhs Indonesia, Bhs Inggris, Fisika, Kimia, Matematika IPA, Ekonomi, Geografi, Matematika IPS, dan Sosiologi.
BAB I

PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan negara Indonesia, yang intinya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia. Meningkatkan berkualitas sumber daya manusia ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.  Wacana mengenai pendidikan yang berkualitas merupakan kajian yang sangat menarik dan menjadi perhatian oleh berbagai institusi dan negara-negara di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.


Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selain pembangunan fisik berupa pemberian sarana dan pasarana untuk pelaksanaan pendidikan, pemerintah juga mengeluarkan kualitas sumberdaya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan yang peraturan perundangan. Peraturan perundangan tersebut diantaranya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang  Standar Penilaian Pendidikan,  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. 
Salah satu yang menjadi indikator  mutu pendidikan adalah keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran sesuai dengan standar isi.  Realitasnya, keberhasilan penguasaan materi pelajaran sebagai hasil pendidikan di Indonesia belum memuaskan, berdasarkan studi nasional maupun internasional. Demikian pula indikator lain, yakni karakter yang belum dapat dikatakan berhasil. Kekurangberhasilan ini tentunya perlu menjadi perhatian dan perlu dicari penyebabnya, sehingga dapat dicarikan penyelesaiannya.
Berbagai faktor mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Berbagai faktor mempengaruhi keberhasilan pendidikan (Bridge, Judge & Mock, 1979). Dari berbagai faktor tersebut, guru memberikan kontribusi 15% (Sallis, 2002). Untuk menjadi guru yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan peserta didik, idealnya guru memiliki kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional akademik. Salah satu penunjang keberhasilan yang terkait dengan kompetensi profesional akademik diantaranya mampu menguasai materi pelajaran yang merupakan komponen utama dalam kompetensi profesional. Kompetensi ini dapat diketahui dengan melakukan evaluasi kepada guru, dengan melakukan tes dan menganalisisnya. 
Berdasarkan hasil studi Djemari Mardapi, Soenarto, Heri Retnawati, dkk. (2011), dapat diperoleh bahwa kemampuan penguasaan materi pelajaran guru untuk sekolah yang hasil   UN-nya rendah, kemampuan guru juga rendah.  Pada penelitian ini diperoleh data kemampuan penguasaan guru di 100 kab/kota di Indonesia, dengan melakukan tes pilihan ganda dan uraian kepada guru untuk mata pelajaran yang diujikan pada UN baik SMP, SMA, dan SMK. Namun, hasil tes ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan data ini, untuk membuat profil kemampuan guru SMA terkait dengan penguasaan materinya. Dengan profil ini, dapat dilakukan upaya perbaikan mulai dari kebijakan, pelatihan, pengabdian pada masyarakat, dan tindakan lain yang dapat meningkatkan penguasaan guru pada materi pelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas profesional akademik guru. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian ini akan dianalisis profil kemampuan guru SMA terkait dengan penguasaan materinya untuk materi pelajaran yang diujikan pada UN. 
B. Rumusan Masalah


Rumusan masalah penelitian ini adalah
1. Bagaimanakah profil kemampuan guru SMA IPA terkait dengan penguasaan materinya untuk materi pelajaran yang diujikan pada UN?

2. Bagaimanakah profil kemampuan guru SMA IPS terkait dengan penguasaan materinya untuk materi pelajaran yang diujikan pada UN?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan masalah penelitian ini adalah

1. Mengetahui profil kemampuan guru SMA IPA terkait dengan penguasaan materinya untuk materi pelajaran yang diujikan pada UN.
2. Mengetahui profil kemampuan guru SMA IPSterkait dengan penguasaan materinya untuk materi pelajaran yang diujikan pada UN.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni

1. Memberikan informasi  balikan (feedback) bagi pemerintah, guru, sekolah, pengawas serta pemerintah daerah kabupaten/kota  sebagai  acuan untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan  pembelajaran pada mata pelajaran yang diujikan secara nasional.  

2. Meningkatkan kompetensi  pendidik terhadap standar kompetensi/ kompetensi dasar mata pelajaran yang diujikan secara nasional.

3. Meningkatkan kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi   mata pelajaran yang diujikan secara nasional

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manfaat Evaluasi

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat 1 mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Terwujudnya pendidikan yang bermutu membutuhkan upaya yang terus menerus untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan memerlukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran karena muara dari berbagai program pendidikan adalah pada terlaksananya program pembelajaran yang berkualitas. Oleh karena itu peningkatan  kualitas pendidikan tidak akan tercapai tanpa  adanya peningkatan  kualitas pembelajaran.

Harapan terhadap ujian nasioanl tidak saja untuk memberi informasi tentang keadaan pendidikan, tetapi juga akan memberi informasi untuk peningkatan prestasi belajar peserta didik (Greaney dan Kellaghan (2010: 9). Peningkatan kualitas pembelajaran memerlukan upaya peningkatan kualitas program pembelajaran secara keseluruhan karena pada hakekatnya kualitas pembelajaran merupakan kualitas implementasi dari program pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Upaya peningkatan kualitas program pembelajaran memerlukan informasi hasil evaluasi terhadap kualitas program pembelajaran sebelumnya. Dengan demikian, untuk dapat melakukan pembaharuan program pendidikan, termasuk di dalamnya adalah program pembelajaran kegiatan evaluasi terhadap program yang sedang maupun telah berjalan sebelumnya perlu dilakukan dengan baik. Untuk dapat menyusun program yang lebih baik, diperlukan hasil evaluasi program sebelumnya sebagai acuan.

1. Konsep Dasar Evaluasi

Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian (test, measurement, dan assessment). Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan  seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons  seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan (Djemari Mardapi, 2008). Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan  informasi karakteristik suatu objek. Objek ini  bisa berupa kemampuan  peserta didik, sikap, minat, maupun motivasi. Respons peserta tes terhadap sejumlah pertanyaan menggambarkan kemampuan dalam  bidang tertentu. Tes merupakan bagian  tersempit dari evaluasi.

Pengukuran dapat didefinisikan sebagai the process by which information about the attributes or characteristics of thing are determinied and differentiated (Oriondo & Antonio: 1998). Guilford mendefinisi pengukuran dengan assigning numbers to, or quantifying, things according to a set of rules (Griffin & Nix: 1991). Pengukuran dinyatakan sebagai proses penetapan angka terhadap individu atau karakteristiknya menurut aturan tertentu (Ebel & Frisbie: 1986). Allen & Yen (2002) mendefinisikan pengukuran sebagai penetapan angka dengan cara yang sistematik untuk menyatakan keadaan individu.

Dengan demikian, esensi dari pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan individu ini bisa berupa kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. Pengukuran memiliki konsep yang lebih luas dari pada tes. Kita dapat mengukur karakateristik suatu objek tanpa menggunakan tes, misalnya dengan pengamatan, skala rating atau cara lain untuk memperoleh informasi dalam bentuk kuantitatif.

Penilaian memiliki makna yang berbeda dengan evaluasi. Popham (1995) mendefinisikan asesmen dalam  konteks pendidikan sebagai sebuah usaha secara formal untuk menentukan status  siswa berkenaan dengan berbagai kepentingan pendidikan. Boyer & Ewel mendefinisikan  asesmen  sebagai proses yang menyediakan  informasi tentang individu siswa, kurikulum  atau program, institusi atau segala sesuatu yang berkaitan  dengan sistem institusi, yaitu: processes that provide information about individual students, about curricula or programs, about institutions, or about entire systems of institutions (Stark & Thomas: 1994). Berdasarkan berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa assessment atau penilaian dapat diartikan sebagai  kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran.  

Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan penilaian, pengukuran maupun tes. Menurut Stufflebeam dan Shinkfield evaluation  is the process of delineating, obtaining, and providing descriptive and judgmental information about the worth and merit of some object’s goals, design, implementation, and impact in order to guide decision making, serve needs for accountability, and promote understanding  of the involved phenomena (Stark & Thomas: 1994).

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the worth and merit) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggung jawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

Komite Studi Nasional tentang Evaluasi (National Study Committee on Evaluation) dari UCLA menyatakan bahwa: evaluation is the process of ascertaining the decision  of concern, selecting appropriate information, and collecting  and analyzing  information in order to report summary data useful to decision makers in selecting  among alternatives (Oriondo & Antonio: 1998). Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang sesuai untuk mengetahui sejauh mana suatu tujuan program, prosedur, produk atau strategi yang dijalankan telah tercapai. Karena itu evaluasi bermanfaat bagi pengambilan keputusan serta dapat menentukan beberapa alternatif keputusan untuk program selanjutnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, mengintepretasikan dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan dan atau menyusun kebijakan. Adapun tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan  untuk program  itu sendiri, yaitu untuk  mengambil keputusan apakah  dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk  kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 21 menyatakan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan ini tentu memerlukan pengukuran atau penilaian terhadap berbagai komponen pendidikan baik menggunakan alat berupa tes atau bukan tes.

2. Jenis Evaluasi

Dilihat dari fungsinya evaluasi dalam bidang pendidikan dibedakan menjadi lima jenis evaluasi. Kelima evaluasi tersebut yaitu evaluasi formatif, sumatif, diagnostik, selektif, dan penempatan (Depdiknas, 2008). Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar-mengajar itu sendiri. Dengan demikian, evaluasi formatif berorientasi kepada proses belajar-mengajar untuk memperbaiki program pengajaran dan strategi pelaksanaannya.

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan pada akhir unit program, yakni akhir caturwulan, akhir semester, dan akhir tahun. Tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh kompetensi siswa dan kompetensi mata pelajaran dikuasai oleh para siswa. Evaluasi ini berorientasi kepada produk, bukan kepada proses. Peran asesmen diantaranya  adalah untuk mengetahui performans peserta didik sebagai individu. Asemen ini menurut Harlen, Gipss, Broadfoot & Nutnall (Pollard, edited, 2011:285)  tidak banyak pengaruhnya terhadap perbaikan pembelajaran pada peserta didik, karena dilakukan di akhir tahun belajar di satuan pendidikan, Namun apabila hasil asesemen dianalisis dan digunakan untuk perbaikan proses pemebelajaran, maka asesmen sumatif ini   memiliki pengaruh terhadap kualitas pendidikan.  Hal ini ditegaskan oleh Horn, Wolf, and Velez 1992) bahwa hasil asesemen nasional bisa digunakan untuk mengubah proses pembelajaran  di kelas.

Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang bertujuan untuk melihat kelemahan- kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Evaluasi ini dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial (remedial teaching), menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Soal-soalnya disusun sedemikian rupa agar dapat ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh para siswa.

Evaluasi selektif adalah evaluasi yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya tes atau ujian saringan masuk ke sekolah tertentu. Sedangkan evaluasi penempatan adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dengan perkataan lain, evaluasi ini berorientasi kepada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dengan kemampuan siswa.

Dari segi alatnya, evaluasi hasil belajar dapat dibedakan menjadi (a) tes dan (b) bukan tes (nontes). Tes bisa terdiri atas tes lisan (menuntut jawaban secara lisan), tes tulisan (menuntut jawaban secara tulisan), dan tes tindakan (menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan). Soal-soal tes ada yang disusun dalam bentuk (a) objektif, ada juga yang disusun dalam bentuk (b) esai atau uraian. Sedangkan bukan tes sebagai alat penilaian mencakup observasi, kuesioner, wawancara, skala penilaian, sosiometri, studi kasus, dan lain-lain. 

Tes hasil belajar ada yang sudah dibakukan (standardized test), ada pula yang dibuat guru, yakni tes yang tidak baku. Pada umumnya penilaian hasil belajar di sekolah menggunakan tes buatan guru untuk semua bidang studi/mata pelajaran. Tes baku, sekalipun lebih baik dari pada tes buatan guru, masih sangat langka sebab membuat tes baku memerlukan beberapa kali percobaan dan analisis dari segi reliabilitas dan validitasnya. Tes sebagai alat penilaian hasil belajar ada yang mengutamakan kecepatan (speed test) dan ada pula yang mengutamakan kekuatan (power test). Tes objektif pada umumnya termasuk speed tes sebab jumlah pertanyaan cukup banyak waktunya relatif terbatas, sedangkan tes esai termasuk power test sebab jumlah pertanyaan sedikit waktunya relatif lama.  Dilihat dari objek yang dinilai atau penyajian tes ada yang bersifat individual dan ada tes yang bersifat kelompok.

3. Ujian Nasional Sebagai Bentuk Evaluasi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 75 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa ujian nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dilihat dari pelaksanaannya, UN dapat dianggap sebagai evaluasi sumatif karena dilaksanakan di akhir program satuan pendidikan dan berorientasi kepada produk, yaitu pencapaian kompetensi lulusan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 2 dari Permendiknas tersebut, yaitu ujian nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Menurut Permendiknas nomor 75 tahun 2009 pasal 3 hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan; seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Pasal ini menunjukkan bahwa selain dapat dikategorikan sebagai evaluasi sumatif, UN juga dapat dikategorikan sebagai diagnostik, selektif, dan penempatan.

UN dianggap sebagai evaluasi diagnostik karena hasil UN digunakan untuk mengetahui satuan dan/atau program pendidikan yang kurang bermutu dan kompetensi apa saja dari standar kompetensi yang daya serapnya kurang. UN dianggap sebagai evaluasi selektif dan penempatan karena hasil UN dapat digunakan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, misalnya dari SD ke SMP/MTs, dari SMK ke SMA/MA/SMK.  Selain itu berdasarkan rata-rata hasil UN pada tingkat satuan pendidikan dapat ditentukan satuan pendidikan mana yang harus dibantu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

4. Ujian Nasional SMP, SMA, dan SMK

Setiap tahun pemerintah menyelenggarakan UN. Namun sampai saat ini UN masih dianggap sebagai momen yang menakutkan bagi siswa, sehingga mengundang pro dan kontra. Mereka yang kontra terhadap UN beralasan bahwa setiap anak memiliki potensi masing-masing yang tidak bisa diukur dalam waktu yang singkat. Karena itu hasil belajar selama tiga tahun tidak adil bila hanya ditentukan oleh hasil ujian yang dilaksanakan dalam beberapa jam saja. Selain itu tidak setiap sekolah memiliki sumber daya fasilitas dan manusia yang seragam, sehingga tidak boleh diukur dengan ukuran yang seragam pula.

Pendapat yang setuju dengan pelaksanaan UN mempunyai tiga argumentasi utama, yaitu mutu pendidikan tidak dapat dibiarkan tanpa standar yang jelas sesuai dengan amanat undang-undang. Penentuan batas kelulusan akan memacu sekolah dan siswa untuk meningkatkan dirinya. Penyelenggaraan UN dapat menjadi salah tolok ukur keberhasilan pendidikan suatu sekolah atau daerah.

Terlepas dari semua pendapat tersebut, ternyata penyelenggaraan UN telah mendorong semua pihak yang berkaitan dengan UN menyikapinya dengan cara masing-masing. Sekolah sebagai salah satu pihak yang secara langsung menyelenggarakan UN, melakukan kebijakan mengarah pada peningkatkan tingkat kelulusan siswa dan capaian nilai UN. Siswa meningkat motivasi belajarnya. Orang tua siswa berlomba-lomba memfasilitasi anaknya untuk belajar lebih giat menghadapi UN. 

Karena manfaat dan dampak positifnya tersebut, maka pemerintah terus melaksanakan UN setiap tahu. Pelaksanaan UN seperti ini tidak lepas dari usaha pemerintah untuk mencapai standar isi, proses, kompetensi lulusan seperti yang diamanatkan dalam pasal 35 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Dengan cara ini maka kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin baik dari waktu ke waktu. 

Penelitian terhadap Ebtanas (Depdikbud, 1998) menyimpulkan bahwa   dalam lima tahun terakhir hasil NEM SLTP dan SMU menunjukkan angka yang fluktuatif, dengan rata-rata NEM bergerak antara 4,00 sampai 6,00, kecuali mata pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Inipun karena pada saat itu ada ketentuan bahwa syarat lulus adalah  nilai PPKN dan bahasa Indonesia minimal 6,00. Informasi ini menunjukkan bahwa   penyelenggaraan Ebtanas belum memberi kontribusi yang berarti untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Hasil evaluasi terhadap dampak UAN (Djemari dkk, 2004) menyimpulkan bahwa dampak positif UAN adalah sekolah berusaha meningkatkan kualitas  pembelajaran, semangat guru mengajar dan semangat siswa belajar  meningkat, perhatian  orang tua  terhadap  belajar anaknya meningkat. Dampak negatifnya adalah tingkat kecemasan guru dan siswa meningkat.    Kecemasan dalam batas tertentu diperlukan untuk  mendorong peserta didik belajar lebih baik, tetapi kalau terlalu tinggi bisa menjadi stress

Berdasarkan keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan nomor 0024/SK-Pos/BSNP/XII/2009 tentang prosedur operasi standar (POS) ujian nasional tahun pelajaran 2009/2010, pada jenjang SMP mata pelajaran yang di-UN-kan meliputi: Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perdasarkan keputusan tersebut siswa SMP dinyatakan lulus UN jika memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya.

Berdaarkan masukan dari legislatif dan masyarakat, kriteria kelulusan ujian nasional pada tahun pelajaran 2010/2011 mengalami perubahan. Ujian nasional pada tahun pelajaran 2010/2011, ada nilai ujian sekolah (US, ada nilai rata-rata rapor (NR). Kedua nilai terseut digabung menjadi nilai sekolah (NS) dengan proporsi 60 % nilai US dan 40 % NR. Selanjutnya NS digabung dengn nilai ujian nasional (UN) dengan proporsi 40 % NS dan 60 % UN menjadi nilai akhir (NA). Kriteria kelulusan ujian nasional yang dinyatakan dengan  nilai akhir ditetapkan BSNP adalah peserta didik dinyatakan lulus bila memilik nilai rata-rata NA minimum 5,0 dan nilai pada mata pelajaran lainnya paling rendah 4,0. 

Kelulusan peserta didik daari satuan  pendidikan ditentukan oleh satuan pendididkan melalui rapat dewan guru dengfan berpegang pada nilai akhir dan penilaian akhak mulia peserta didik. Ketentuan ini banyak didukung pakar pendididkan, legislatif, sekolah, dan orang tua. Salah satu indikatornya adalah tidak banyak kritik terhadap  pelaksanaan  ujian nasional.  Laporan hasil ujian nasional  dinyatakan dengan nilai sekolah, nilai ujian nasional, dan nilai akhir. Dengan demikian nilai ujian nasional masih  tercantum pada laporan kelulusan peserta didik.

B. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pendidikan

Mutu pendidikan dengan indikator hasil pendidikan, dipengaruhi oleh  beberapa faktor.  Bridge, Judd, dan Mocck (1979) menyatakan bahwa hasil pendidikan merupakan fungsi produksi dari sistem pendidikan. Mutu sekolah merupakan fungsi dari  dari proses pembelajaran yang efektif, kepemimpinan, peran serta guru, peran serta siswa, manajemen, organisasi, lingkungan fisik dan sumberdaya, kepuasan pelanggan sekolah, dukungan input dan fasilitas, dan budaya sekolah. Optimalisasi dari masing-masing komponen ini menentukan mutu sekolah sebagai satuan penyelenggara pendidikan.

1. Keefektifan Pembelajaran (Effective Learning and Teaching Process)

Ada beberapa indicator untuk mengetahui keefektifan pembelajaran, diantaranya (1) kurikulum (meliputi kesesuaian dengan kebutuhan siswa (dinamis) dan kesesuaian dengan perkembangan ipteks (responsif), (2) rencana pembelajaran (kejelasan tujuan, kesesuaian dengan materi, kemutakhiran sumber), (3) strategi pembelajaran (kesesuaian strategi dan variasi strategi pembelajaran), (4) metode pembelajaran, meliputi kesuaian metode pembelajaran dengan karakteristik siswa dan variasi metode pembelajaran, (5) media pembelajaran (kesesuaian media pembelajaran dengan kompetensi dasar) dan variasi media pembelajaran, (6) keterlibatan siswa dalam belajar (orientasi belajar pada siswa dan kemudahan memanfaatkan sumber belajar), (7) interaksi dalam pembelajaran (interaksi antara  guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan materi pembelajaran), serta (8) monitoring dan evaluasi belajar meliputi strategi pemantauan dan evaluasi, criteria evaluasi hasil belajar, melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran dan umpan balik tindak lanjut.


Keefektifan pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah merupakan komponen terpenting dalam perbaikan mutu sekolah (Sallis, 2005). Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian yang telah dilakukannya, bahwa  keefektifan pembelajaran memberikan kontribusi 20% dalam menentukan mutu sekolah, dengan indikator 3 komponen, yaitu kesesuaian metode mengajar, kurikulum yang tepat, serta monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Amir Hidayat (2005) bahwa perbaikan mutu sekolah dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru.


Siswa atau sering disebut sebagai peserta didik merupakan sumberdaya yang akan ditingkatkan kualitasnya melalui pembelajaran.  Dari sisi siswa, ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Faktor internal meliputi motivasi belajar, kemampuan awal, kemampuan belajar mandiri, akses informasi, penguasaan bahasa, dan kesenjangan belajar.  Faktor eksternal meliputi guru, bahan ajar, metode, media dan teknologi, budaya belajar dan system pembelajaran. 


Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) (Depdiknas, 2000). Melalui monitoring dan evaluasi dapat diketahui pelaksanaan dari program sekolah yang telah direncanakan, kemajuan hasil pendidikan yang telah dicapai, hambatan yang terjadi, dan mengatasi masalah yang terjadi pada pelaksanaan program. Dengan informasi hasil monev, dapat diketahui langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah yang menjadi kendala dalam mencapai keberhasilan program.

2. Kepemimpinan (Leadership)

Kepemimpinan merupakan komponen kedua mutu sekolah setelah proses pembelajaran.  Kepemimpinan ini memberikan kontribusi 15% dalam membentuk mutu sekolah (Sallis, 2002).  Ada lima bagian yang menjadi indicator kepemimpinan, yaitu kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan moral, kepemimpinan manajerial, dan keteladanan dalam kepemimpinan. 

Rost dan Yukl menyatakan bahwa kepemimpinan berkaitan dengan ciri kepribadian individu, perilaku pemimpin, jawaban perilaku pemimpin, hubungan antar pribadi, pola interaksi keteladanan, peran hubungan, persepsi pengikut, tujuan tugas, budaya organisatoris, dan proses pekerjaan (Mello, 2003). Keberhasilan seorang pimpinan dalam pemimpin terkait erat dengan konsep pemimpin yang efektif. Seorang pemimpin dikatakan efektif jika pemimpin tersebut dapat membantu perkembangan perubahan dengan memberikan kewenangan kepada yang dipimpinnya untuk mencapai visi-visi tertentu.  

Untuk dapat menjadi pemimpin yang efektif, seseorang perlu menjadi ahli dalam menilai dan memahami orang lain, mampu melihat masa depan, dan menyesuaikan pandangan yang dipimpinnya untuk memenuhi semua kebutuhan dan permintaan yang sedang diusulkan. Terkait dengan kepemimpinan di sekolah, pemimpin mempunyai tanggungjawab untuk merintis, menciptakan dan mendorong tumbuhnya budaya mutu di sekolah dan memiliki daya pikir jauh ke depan sehingga mampu menangani perubahan dan menciptakan perubahan pendidikan untuk meningkatkan mutu dan mencapai sekolah yang efektif (Hodas, 1993). 

3. Pendidik

Pendidik sering pula diidentikan dengan guru. Seperti halnya kepemimpinan, komponen pendidik  memberikan kontribusi 15% dalam membentuk mutu sekolah (Sallis, 2002). Untuk dapat menjadi guru yang mempunyai peran besar dalam menentukan mutu sekolah, idealnya guru memiliki kompetensi pribadi, kompetensi social, dan kompetensi professional akademik. 


Ada beberapa karakter guru yang efektif. Polk (2006) menyatakan bahwa karakteristik dasar guru yang efektif yaitu (1) performansi akademisnya sangat baik, (2) terampil berkomunikasi, (3) kreatif, (4) professional, (5) memiliki pengetahuan tentang pedagogi, (6) melakukan penilaian dan evaluasi yang sesuai, (7) pengembangan diri untuk belajar sepanjang waktu, (8) memiliki kepribadian yang baik, (9) berbakat atau berpengetahuan, (10) memiliki kemampuan sebagai model yang baik.  Untuk dapat mengetahui pengaruh karakteristik guru tersebut dalam pembelajaran, dapat terlihat melalui (1) tanggungjawab dalam melakukan kerja, (2) prestasi yang dicapai, (3) pengembangan diri, (4) kemandirian dalam bertindak (Uno, 2007). Komitmen untuk menjadi pendidik juga mempengaruhi karakter guru dalam beraktivitas untuk menjadi guru yang efektif.

4. Peserta didik

Peserta didik merupakana subjek pendidikan, merupakan unsur pendidikan yang akan ditingkatkan kualitasnya.  Sallis (2002) menjelaskan bahwa siswa memberikan sumbangan 15% dalam menciptakan mutu sekolah. Hasil belajar jika dikaitkan dengan peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1) latar belakang social dan ekonomi siswa, (2) lingkungan belajar di rumah, (3) latar belakang kemampuan kognitif, (4) sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah, (5) sikap positif siswa terhadap mata pelajaran, (6) tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, (7) bentuk evaluasi yang digunakan, (8) frekuensi tes yang diberikan, (9) metode pembelajaran yang digunakan guru, dan (10) kejelasan kurikulum yang digunakan. 

5. Manajemen Sekolah

Manajemen merupakan seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (the art of getting things done through people). Manajemen sebagai seni dan ilmu mengelola sumberdaya pendidikan di sekolah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Ada berbagai tugas manajemen. Everard, Morris, dan Wilson (2004:4) menyatakan bahwa tugas manajemen meliputi (1) setting direction, aims and objectives, (2) planning how progress will be made or goal achieved, (3) organizing available resources (people, time, materials) so that the goal can be economically achieved in the planned way, (4) controlling the process, and (5) setting and improving organizational standards. Tugas utama manajer dalam sebuah manajemen menurut Gaspersz (2005)  dan juga Everard, dkk. (2004) yakni planning, organizing, directing, conditioning, and controlling. 

Terkait dengan manajemen di sekolah, depdiknas memberlakukan paradigm baru, yang dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pada manajemen ini, sekolah diberikan kebebasan mengelola sumberdaya dan sumberdana sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sekolah, dan menawarkan keleluasaan sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi yang professional. Dalam organisasi sekolah, strategi perencanaaan, budaya organisasi, dan komunikasi merupakan hal yang menentukan mutu sekolah.

6. Lingkungan dan Sumberdaya


Lingkungan sekolah dan sarana yang ada menunjang keberhasilan siswa. Lingkungan sekolah mempengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar. Sarana pembelajaran yang lengkap juga akan memotivasi belajar siswa dan mendukung lancarnya pembelajaran yang dilaksanakan. Selain lingkungan dan sarana, yang sangat terkait dengan kedua hal ini yaitu orangtua dan kondisi sosial masyarakat.


Arcaro (2006) menjelaskan bahwa keterlibatan orangtua dan anggota masyarakat (komite sekolah) dalam sistem pendidikan yang efektif menentukan mutu sekolah. Faktor lain yang mempengaruhi yakni fasilitas belajar berupa ketersediaan media pembelajaran, lengkapnya koleksi buku di perpustakaan,  laboratorium, sarana olahraga, sarana rekreasi, juga menentukan keberhasilan pembelajaran.

7. Iklim dan Budaya Sekolah


Iklim dan budaya sekolah mempengaruhi mutu sekolah. Kedua hal tersebut sangat terkait dengan nilai yang dianut bersama oleh komponen sekolah mencakup cara berfikir, perilaku, sikap, dan lain-lain. Iklim dan budaya ini juga terkait dengan bagaimana hubungan antara sekolah dengan masyarakat, kepala sekolah dengan staf, kepala sekolah dan guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Salah satu hal yang mempengaruhi iklim dan kultur akademik di sekolah yakni kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan kultur akademik yang kolaboratif.


Menurut Hargreaves (Nadine, 1997) memberikan penjelasan mengenai kultur kolaboratif.  Kultur kolaboratif memiliki 3 kriteria, yaitu: (1) adanya perasaan kesatuan dari para guru untuk saling menolong, saling mendukung, dan memiliki budaya keterbukaan dan kepercayaan, (2) para guru tidak menyembunyikan, melindungi, atau mempertahankan kegagalan atau kekurangan, namun berbagi rasa dan berdiskusi dalam rangka mencari solusi, saling membantu dan mendukung dalam mengatasi kegagalan, dan (3) nilai-nilai pendidikan dibahas dan dirundingkan. 

C.  Kompetensi Guru


Kompetensi (competency) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.


Menurut PP RI No. 19/2005 tentang standar Nasional Pendidikan pasal 28, pendidik (guru) adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni Kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang calon guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

1. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut .

a. Memiliki kepribadian yang mantab dan stabil. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial ; bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sebagai norma sosial; bangga sebagai pendidik; dan memliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.

b. Memiliki kepribadian yang dewasa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial ; menampilkan kemandirian bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik.

c. Memilik kepribadian yang arif. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial ; menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak.

d. Memiliki kepribadian yang berwibawa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial ; memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.

e. Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial ; bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

2. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensiini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik,perancangan dan pelaksanaan pembelajaran; evaluasi hasil pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator  esensial sebagai berikut .

a. Memahami peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial ; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan koqnitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.

b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial; menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan pembelajaran yang dipilih.

c. Melaksanakan Pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial ; menata latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.

d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial ; melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambung dengan berbagai metode; menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukantingkat ketuntasan belajar (mastery learning); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.

e. Mengembangkanpeserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial ; memfasilitasi  untuk pengembangan berbabagi potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.
3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional  merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi  secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum pembelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kerikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.

a. Menguasai substansi keilmuan sosial dan ilmu yang berkaitan bidang studi. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial ; memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang manaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami  hubungan  konsep anatar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam  pengetahuan/materi bidang studi.

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara aktif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut . 

a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial ; Berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.

b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama guru dan tenaga kependidikan.

c. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan secara efektif dengan orang tua /wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Empat kompetensi di atas pada dasarnya tidak terpisah secara eksplisit , tetapi menyatu menjadi suatu kompetensi guru.  Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi seseorang termasuk guru tidak tetap tetapi adkalanya mengembang tetapi adakalnya menurun. Untuk itu, guru harus selalu berusaha  untuk meningkatkan  kompetensinya.

BAB III
METODE PENELITIAN

A.  Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Kompetensi pendidik yang mengampu mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional di SMA/MA IPA dan IPS dicoba diketahui dan kemudian dideskripsikan. Deskripsi meliputi penguasaan umum terhadap SKL dan deskripsi khusus untuk materi dar.i KD yang dianggap sulit
B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah  respons guru terhadap soal Ujian Nasional SMA IPA dan SMA IPS di provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah yang pencapaian hasil UN rendah.  Adapun kesulitan yang diidentifikasi yakni untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Fisika, Biologi, Kimia, Matematika, Bahasa Inggris (jurusan IPA), dan untuk jurusan IPS meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi-akuntansi, Geografi, Sosiologi. Indikator sekolah dengan UN rendah yakni sekolah dengan kelulusan kurang dari 80% dan nilai rata-rata kurang dari 6,5.
C. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dari kegiatan penelitian puspendik balitbang Kemendikbud 2011 yang berupa hasil tes ( meliputi tes pilihan ganda dan esai untuk guru kelas akhir). Tes digunakan untuk mengetahui penguasaan materi guru terhadap SK/KD yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan daya serap selama beberapa tahun. 
D.  Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui profil kemampuan guru SMA IPA dan SMA IPS di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.  Selanjutnya berdasarkan hasil analisis ini, direkomendasikan saran untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya, khususnya meningkatkan pencapaian ujian nasional.
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Profil Guru SMA di DI Yogyakarta

a. Mengerjakan Soal Pilihan Ganda
1) Bahasa Indonesia

Rerata nilai yang diperoleh guru Bahasa Indonesia SMA di D.I. Yogyakarta dalam soal pilihan ganda adalah cukup tinggi yaitu dengan rata-rata total sebesar 81,42. Nilai rata-rata tertinggi diperoleh kab. Kulonprogo dengan nilai sebesar 85,27. Kemudian disusul oleh Kab.Gunungkidul yang memiliki nilai rerata sebesar 84. Kota Yogyakarta sendiri memperoleh rerata nilai sebesar 79,40. Sedangkan Kab. Sleman memiliki rerata nilai terendah yaitu 77,40. Hasil tersebut sesuai dengan hasil yang terdapat pada gambar A.1.berikut ini :
[image: image1.png]Bahasa Indonesia D. I. Yogyakarta





Gambar A.1. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Bahasa Indonesia SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta
2) Bahasa Inggris

Perolehan nilai guru Bahasa Inggris Di D.I. Yogyakarta cukup baik, hal tersebut terlihat dari perolehan rata-rata nilai yang di atas 80 untuk masing-masing kab./ kota. Nilai rata-rata total dari wilayah ini adalah 82,93. Nilai rata-rata tertinggi diperoleh Kota Yogyakarta dengan nilai sebesar 85,71. Kabupaten Kulonprogo menempati tempat kedua dengan nilai rata-rata sebesar 82,86. Guru Bahasa Inggris dari Kabupaten Sleman memperoleh nilai rata-rata sebesar 82. Sedangkan Kab. Gunungkidul memiliki nilai rata-rata sebesar 80,71. Untuk lebih jelasnya, hasil tersebut tersaji dalam diagram batang pada gambar B.2.berikut ini :
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Gambar A.2. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Bahasa Inggris SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta
3) Biologi

Mencermati hasil perolehan nilai rata-rata guru biologi SMA Di Wilayah D.I. Yogyakarta yang terdapat pada gambar A.3., terlihat bahwa Kab.Sleman memperoleh nilai rata-rata terendah yaitu 78,06. Kota Yogyakarta sendiri memiliki rata-rata nilai tertinggi yaitu sebesar 80,28. Untuk kabupaten Kulonprogo, nilai rata-ratanya sebesar 78,06. Sedangkan nilai rerata total dari Provinsi D.I. Yogyakarta sendiri adalah 79,17. Hasil tersebut disajikan pada gambar A.3.
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Gambar A.3. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Biologi SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta

4) Fisika

Rata-rata total yang diperoleh guru Fisika SMA Di D.I. Yogyakarta dalam soal pilihan ganda sebesar 67,19. Nilai rata-rata tertinggi diperoleh Kota Yogyakarta dengan nilai sebesar 72,22. Kemudian disusul oleh Kab. Sleman yang memiliki nilai rerata sebesar 66,56. Sedangkan Kab. Kulonprogo memiliki rerata nilai terendah yaitu 61,43. Hasil tersebut tersaji dalam diagram batang pada gambar A.4. berikut ini :
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Gambar A.4. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Fisika SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta

5)  Kimia

Berdasarkan hasil yang tersaji dalam diagram batang pada gambar A.5 rata-rata nilai total yang diperoleh guru kimia SMA Di D.I. Yogyakarta yaitu 72,81. Nilai rata-rata yang tertinggi diperoleh Kota Yogyakarta dengan nilai 82,19. Kemudian, Kabupaten Sleman dengan nilai 77,81. Untuk Kab. Kulonprogo sendiri memperoleh nilai rata-rata 58,44 yang merupakan nilai rata-rata terendah dari wilayah D.I. Yogyakarta. 
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Gambar A.5. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Kimia SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta

6) Matematika IPA

Menganalisis hasil yang tersaji dalam diagram batang nilai rata-rata yang diperoleh guru matematika IPA SMA Di D.I. Yogyakarta pada gambar A.6., diketahui bahwa nilai rata-rata total di wilayah ini adalah 42,50. Untuk Kab. Gunungkidul, nilai rata-ratanya lebih tinggi dibanding tiga kota/kab lainnya yaitu 45. Sedangkan Kab. Sleman memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 38,75.
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Gambar A.6. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Matematika IPA SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta

7) Ekonomi

Perolehan nilai pada soal pilihan ganda mata pelajaran ekonomi, rata-rata total yang diperoleh guru ekonomi SMA Di D. I. Yogyakarta adalah 64,07. Nilai rata-rata yang diperoleh Kab.Sleman dengan Kab. Gunungkidul sedikit lebih tinggi dari nilai rata-rata total yaitu 66,39 dan 66,25. Sedangkan Kota Yogyakarta memperoleh nilai rata-rata sebesar 64,17. Nilai rata-rata terendah diperoleh Kab.kulonprogo dengan nilai 59,72. Hasil tersebut tersaji dalam gambar A.7.
8) Geografi

Nilai kompetensi guru mata pelajaran geografi SMA Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi 4 kota/ kabupaten memiliki nilai rata-rata total yang cukup berbeda jauh dengan nilai rata-rata pelajaran lain yaitu sebesar 16,13. Dari provinsi ini, Kota Yogyakarta memiliki guru SMA dengan rata-rata nilai yang diperoleh adalah 16,89. Kemudian guru geografi SMA Di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul memiliki rata-rata nilai yang sama yaitu 16. Sedangkan Kab. Sleman memiliki nilai rata-rata yang cukup kecil hanya 15,50. Hasil tersebut sesuai dengan hasil yang disajikan pada gambar A.8.berupa diagram batang.
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Gambar A.7. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Ekonomi SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta
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Gambar A.8. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Geografi SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta

9) Matematika IPS

Berbeda dengan nilai rata-rata yang diperoleh guru matematika IPA yang kurang dari 50, perolehan nilai rata-rata guru matematika IPS cukup baik dengan rata-rata total sebesar 80,28. Dari Provinsi D.I. Yogyakarta, nilai rata-rata tertinggi dipegang oleh Kota Yogyakarta dengan nilai 82. Untuk tempat kedua adalah Kab. Kulonprogo dengan nilai rata-rata sebesar 80,83. Untuk Kab. Sleman, guru matematika IPS memperoleh nilai rata-rata sebesar 80. Sedangkan Kab. Gunungkidul memperoleh nilai rata-rata sebesar 78,75. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar A.9.
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Gambar A.9. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Matematika IPS SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta

10) Sosiologi

Perolehan nilai rata-rata guru pada mata pelajaran sosiologi Di Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata cukup rendah. Hasil tersebut terlihat pada diagram batang  dalam gambar A.10 dimana nilai rata-rata totalnya hanyalah 21,63. Nilai tertingginya pun hanya 22,67 yang diperoleh oleh guru sosiologi Di Kabupaten Gunungkidul. Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman memiliki nilai rata-rata 22,40 dan 22,25. Untuk Kab. Kulonprogo memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 19,25.
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Gambar A.9. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Sosiologi SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Soal Uraian

1) Bahasa Indonesia

Perolehan nilai pada soal uraian Bahasa Indonesia ternyata berbeda dengan perolehan pada soal pilihan ganda. Jika sebelumnya pada soal pilihan ganda rerata nilai yang diperoleh guru Bahasa Indonesia SMA Di D.I. Yogyakarta dalam soal pilihan ganda cukup tinggi yaitu 77-85, dalam soal uraian justru hanya 41-55. Nilai tersebut jika dijabarkan adalah 55 untuk Kab. Gunungkidul, 52,71 merupakan nilai yang diperoleh Kab. Kulonprogo, 49,83 merupakan nilai rata-rata Kota Yogyakarta, dan 41,50 nilai yang diperoleh Kab. Sleman. Untuk rata-rata total dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 49,68. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar B.1.
2) Bahasa Inggris

Sama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, nilai rata-rata yang diperoleh Guru Bahasa Inggris SMA Di Yogyakarta dalam soal uraian lebih kecil dari nilai yang diperoleh dalam soal pilihan ganda. Rata-rata totalnya hanya 36,40. Sedangkan rincian untuk masing-masing kab./ kota adalah 39,20 yang merupakan nilai rata-rata tertinggi dan diperoleh oleh Kota Yogyakarta, 36,73 diperoleh Kab. Gunungkidul, 35,11 diperoleh Kab. Kulonprogo, dan terakhir 34,40 diperoleh Kab. Sleman.
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Gambar B.1. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Bahasa Indonesia SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta
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Gambar B.2. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Bahasa Inggris SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta

3) Fisika

Untuk rata-rata total yang diperoleh guru Fisika SMA Di D.I. Yogyakarta dalam soal uraian adalah sebesar 41,63. Nilai rata-rata tertinggi diperoleh Kota Yogyakarta dengan nilai sebesar 61,33. Kemudian diikuti oleh Kab.Sleman yang memiliki nilai rerata sebesar 39. Untuk Kab. Kulonprogo memiliki nilai rata-rata sebesar 34,29. Sedangkan Kab.Gunungkidul memiliki rerata nilai terendah yaitu 28,50. Hasil tersebut tersaji dalam diagram batang pada gambar B.3. berikut ini :
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Gambar B.3. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Fisika SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta

4) Kimia

Menganalisis hasil yang tersai dalam gambar B.4 terkait perolehan nilai rata-rata soal uraian kimia yang diperoleh guru kimia SMA Di D.I. Yogyakarta, diketahui bahwa rerata total yang diperoleh adalah 50,30. Untuk Kab. Kulonprogo, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 43,47. Sedangkan Kab. Sleman memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi yaitu 55,43.
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Gambar B.4. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Kimia SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta

5) Matematika IPA

Mencermati perolehan nilai rata-rata guru pada soal uraian mata pelajaran matematika IPA Di D.I. Yogyakartayang terdapat pada diagram batang  dalam gambar B.5diketahui bahwa nilai rata-rata totalnya adalah 58,22. Nilai rata-rata tertingginya adalah 64 yang diperoleh oleh guru matematika IPA Di Kabupaten Sleman. Disusul oleh Kota Yogyakarta dengan nilai rata-rata sebesar 61,71. Kemudian Kab. Kulonprogo memiliki nilai rata-rata sebesar 56 dan Kab. Gunungkidul memperoleh nilai rata-rata sebesar 50,67.
6) Ekonomi

Untuk rata-rata total yang diperoleh guru Ekonomi SMA Di D.I. Yogyakarta dalam soal uraian adalah sebesar 41,47. Nilai rata-rata tertinggi diperoleh Kab. Gunungkidul dengan nilai sebesar 50,33. Kemudian diikuti oleh Kota Yogyakarta yang memiliki nilai rerata sebesar 46,56. Untuk Kab. Sleman memiliki nilai rata-rata 43,33. Sedangkan Kab. Kulonprogo memiliki rerata nilai terendah yaitu 29,90. Hasil tersebut tersaji dalam diagram batang pada gambar B.6. 
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Gambar B.5. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Matematika IPA SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta
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Gambar B.6. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Ekonomi SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta

7) Geografi

Nilai Rata-rata yang diperoleh guru Geografi SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta pada soal uraian adalah 34,76. Nilai rata-rata tertinggi diperoleh Kabupaten Kulonprogo dengan nilai 45,43. Kemudian, diikuti Kabupaten Gunungkidul dengan nilai rata-rata sebesar 36. Untuk Kota Yogyakarta, nilai rata-rata yang diperoleh oleh guru Geografi SMA adalah 35,33. Kab.Sleman memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 24. Hasil tersebut tersaji dalam diagram batang pada gambar B.7.
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Gambar B.7. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Geografi SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta

8) Matematika IPS

Perolehan nilai rata-rata guru matematika IPS Di D.I. Yogyakarta pada soal uraian cukup baik yaitu berkisar antara 64 hingga 86. Untuk rata-rata totalnya adalah 72,59. Nilai rata-rata tertinggi diperoleh Kota Yogyakarta dengan nilai rata-rata sebesar 86,40. Untuk nilai rata-rata tertinggi kedua diperoleh Kab. Sleman yaitu sebesar 73,60. Disusul kemudian oleh Kab.Gunungkidul dengan nilai rata-rata 68. Sedangkan Kab. Kulonprogo memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 64. Hasil tersebut tersaji dalam gambar B.8.
9) Sosiologi

Berbeda dengan hasil perolehan nilai rata-rata pada soal pilihan ganda, pada soal uraian sosiologi, nilai rata-rata yang diperoleh berada di atas 50. Nilai rata-rata total yang diperoleh guru sosiologi Di D.I. Yogyakarta adalah 62,77. Nilai rata-rata tertinggi dicapai oleh Kab. Sleman dengan nilai rata-rata 67,50, kemudian diikuti oleh Kab. Gunungkidul dengan nilai rata-rata sebesar 66,67. Untuk Kab. Kulonprogo, perolehan nilai rata-ratanya adalah 60. Nilai rata-rata terendah diperoleh guru dari Kota Yogyakarta dengan nilai rata-rata sebesar 56,89. Hasil tersebut tersaji dalam diagram batang pada gambar B.9.
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Gambar B.8. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Matematika IPS SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta

[image: image19.png]68.00
66.00
64.00
62.00
60.00
58.00
56.00
54.00
52.00
50.00

Sosiologi D.l. Yogyakarta

67.50 66.67

56.89

Kota Kab. Kab. Kab.  Rerata Total
Yogyakarta Kulonprogo Sleman Gunung
Kidul





Gambar B.9. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Sosiologi SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Profil Guru SMA di Jawa Tengah
a. Soal Pilihan Ganda
1) Bahasa Indonesia

Kompetensi guru SMA dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia Di Wilayah Jawa Tengah yang meliputi 5 kota/ kabupaten memiliki nilai rata-rata 80,05. Kabupaten Magelang memiliki guru SMA yang rata-rata kompetensinya paling tinggi yaitu 46,75. Kemudian guru SMA di Kabupaten Temanggung memiliki rata-rata nilai  80. Kota Surakarta memiliki guru yang rata-rata nilainya sedikit lebih kecil dari Kabupaten Temanggung yaitu 79,8. Sedangkan untuk Kabupaten Purworejo rata-rata nilai yang diperoleh adalah 77,6. Rata-rata nilai terendah diperoleh Kabupaten Kebumen dengan nilai 76,75. Hasil tersebut sesuai dengan hasil yang disajikan pada gambar A.1.berupa diagram batang.
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Gambar A.1. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Bahasa Indonesia SMA Di Jawa Tengah 

2) Bahasa Inggris

Untuk kompetensi guru SMA Di Wilayah Jawa Tengah dalam mata pelajaran Bahasa Inggris memperoleh nilai rata-rata yaitu 83,30. Kabupaten Purworejo memiliki guru Bahasa Inggris SMA yang rata-rata kompetensinya paling tinggi yaitu 87,71 melebihi rata-rata provinsi. Guru Bahasa Inggris SMA di Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, dan Kota Surakarta memiliki rata-rata nilai yang hampir sama. Nilai tersebut diantaranya adalah 82,57 untuk Kabupaten Magelang, 81,90 untuk Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Temanggung, dan rata-rata nilai terkecil yaitu 80, 41 diperoleh oleh Guru Bahasa Inggris Di Kota Surakarta. Hasil tersebut tersaji dalam diagram batang pada gambar A.2. berikut ini :
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Gambar A.2. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Bahasa Inggris SMA Di Jawa Tengah 

3) Biologi

Mencermati hasil perolehan nilai rata-rata guru biologi SMA Di Wilayah Jawa Tengah yang terdapat pada gambar A.3., terlihat bahwa Kota Surakarta memperoleh nilai rata-rata terendah yaitu 70. Nilai yang diperoleh guru biologi di Kota Surakarta lebih rendah daripada nilai rata-rata total yang nilainya sebesar 78,40. Kabupaten Kebumen, Magelang, Purworejo, dan Temanggung memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai rata-rata total Provinsi Jawa Tengah. nilai darri keempat kabupaten tersebut secara berturut-turut adalah 81,25; 83,50; 84 dan 79,17.
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Gambar A.3. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Biologi SMA Di Jawa Tengah

4) Fisika

Hasil analisis berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh Guru Fisika SMA Di Jawa Tengah, diketahui bahwa nilai rata-rata total di wilayah ini adalah 63,65. Nilai rata-rata yang diperoleh guru fisika di Kota Surakarta, Kab. Kebumen, Kab. Magelang, dan Kab. Purworejo berada di sekitar nilai rata-rata total provinsi Jawa Tengah, dengan skor berkisar antara 62,50 hingga 65,50. Untuk Kab. Temanggung memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dibandingkan kota/kabupaten lain yaitu hanya 55.
5) Kimia

Rata-rata nilai yang diperoleh guru kimia SMA di Jawa Tengah berkisar antara 79 hingga 84,5 dengan rata-rata total yaitu 83,1. Nilai rata-rata yang tertinggi diperoleh Kabupaten Purworejo dengan nilai 84,5. Kemudian, Kabupaten Kebumen dengan nilai 84,38. Pada Kabupaten magelang nilai rata-rata yang diperoleh oleh guru kimia SMA adalah 84. Untuk Kota Surakarta sendiri memperoleh nilai rata-rata 82,50 dan Kabupaten Temanggung memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 79,17. Hasil tersebut tersaji dalam diagram batang pada gambar A.5.
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Gambar A.4. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Fisika SMA Di Jawa Tengah
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Gambar A.5. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Kimia SMA Di Jawa Tengah
6) Matematika IPA

Menganalisis diagram batang nilai rata-rata yang diperoleh guru matematika IPA SMA Di Jawa Tengah pada gambar A.6., diketahui bahwa nilai rata-rata total di wilayah ini adalah 43,93 cukup kecil dibandingkan nilai-nilai pada mata pelajaran sebelumnya. Nilai rata-rata yang diperoleh guru matematika di Kota Surakarta, Kab. Magelang, dan Kab.Purworejo berada di sekitar nilai rata-rata total provinsi Jawa Tengah, dengan skor berkisar antara 43 hingga 45. Untuk Kab. Purworejo, nilai rata-ratanya lebih tinggi dibanding dua kota/kab lainnya yaitu 45,63.
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Gambar A.6. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru MatematikaIPA SMA Di Jawa Tengah
7) Ekonomi

Nilai rata-rata total yang diperoleh guru ekonomi di Jawa Tengah adalah 62,43. Kabupaten Magelang memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 71,25. Nilai rata-rata tertinggi kedua diperoleh guru ekonomi dari Kab. Purworejo dengan nilai 68,57. Kemudian, Kota Surakarta memperoleh nilai rata-rata sedikit lebih rendah dari rata-rata total yaitu 61,75. Sedangkan Kab. Kebumen dan Kab. Temanggung memiliki nilai rata-rata yang cukup jauh dari rata-rata total yaitu 53,21 dan 48,33. Hasil tersebut sesuai denngan hasil yang disajikan dalam diagram batang pada gambar A.7.
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Gambar A.7. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Ekonomi SMA Di Jawa Tengah
8) Geografi

Nilai kompetensi guru mata pelajaran geografi SMA Di Wilayah Jawa Tengah yang meliputi 5 kota/ kabupaten memiliki nilai rata-rata total yang sangat kecil yaitu 17,82. Kabupaten Temanggung memiliki guru SMA yang rata-rata nilai yang diperoleh adalah 20. Kemudian guru SMA di Kabupaten Magelang memiliki rata-rata nilai 19,25. Kota Surakarta, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen memiliki nilai rata-rata di bawah rata-rata total Wilayah Jawa Tengah.Hasil tersebut sesuai dengan hasil yang disajikan pada gambar A.8.berupa diagram batang.
9) Matematika IPS

Ternyata perbedaan rata-rata nilai yang diperoleh guru matematika IPA dan matematika IPS Di Jawa Tengah cukup besar. Jika perolehan nilai guru matematika IPA hanya berkisar 40-an, rata-rata nilai yang diperoleh guru Matematika IPS cukup tinggi yaitu 76,02. Nilai rata-rata tertinggi diperoleh Kab. Temanggung, dengan nilai rata-rata sebesar 83,33. Sedangkan nilai rata-rata terendah diperoleh oleh Kab. Kebumen dengan nilai 74,06. Hasil tersebut tersaji dalam gambar A.8.
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Gambar A.8. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Geografi SMA Di Jawa Tengah
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Gambar A.9. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Matematika IPS SMA Di Jawa Tengah
10) Sosiologi

Perolehan nilai rata-rata guru pada mata pelajaran sosiologi Di Jawa Tengah ternyata cukup rendah. Hasil tersebut terlihat pada diagram batang  dalam gambar A.10 dimana nilai rata-rata totalnya hanyalah 19,31. Nilai tertingginya pun hanya 22,33 yang diperoleh oleh guru sosiologi Di Kabupaten Magelang. Bahkan, Kab. Temanggung memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 6,67.
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Gambar A.10. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJK Guru Sosiologi SMA Di Jawa Tengah
b.  Soal Uraian

1) Bahasa Indonesia

Sedikit berbeda dengan perolehan nilai rata-rata guru Bahasa Indonesia pada soal pilihan ganda yang mencapai 70-80an, untuk soal-soal uraian nilai rata-rata total yang diperoleh guru Bahasa Indonesia Di Jawa Tengah hanya 58,33. Namun, Kab. Magelang memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibanding 4 kota/ kab. Lain yaitu sebesar 73. Untuk Kota Surakarta, Kab. Kebumen, Kab. Temanggung hanya memiliki nilai rata-rata 58,25; 58,20 dan 55. Untuk Kab. Temanggung, nilai rata-ratanya paling rendah dibanding kota/ kab. Lain yaitu sebesar 44,75.
2) Bahasa Inggris

Seperti halnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, nilai rata-rata yang diperoleh guru Bahasa Inggris dalam soal uraian cukup jauh berbeda dengan nilai yang diperoleh pada soal pilihan ganda. Jika sebelumnya pada soal pilihan ganda diperoleh nilai rata-rata total 83,30, sedangkan nilai rata-rata total yang peroleh guru dalam soal uraian hanyalah 42,87. Untuk nilai yang diperoleh masing-masing kota/ kab. Di Jawa Tengah adalah 46,29 untuk Kota Surakarta, 46 untuk Kab. Purworejo, 44 untuk Kab. Temanggung, 40,80 untuk Kab. Kebumen, dan 38,67 untuk Kab. Magelang. Hasil tersebut sesuai dengan diagram batang yang terdapat pada gambar B2.
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Gambar B.1. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Bahasa Indonesia SMA Di Jawa Tengah
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Gambar B.2. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Bahasa Inggris SMA Di Jawa Tengah
3) Fisika

Untuk perolehan nilai guru fisika Di Jawa Tengah pada bentuk soal uraian, rata-rata nilai totalnya adalah 31,83. Nilai rata-rata tertinggi diperoleh Kab.Magelang dengan nilai 38, kemudian Kab.Purworejo memperoleh nilai rata-rata 36, Kab.Kebumen sebesar 34, dan Kota Surakarta sebesar 31.Kab. Temanggung merupakan kabupaten dengan nilai rata-rata yang diperoleh oleh guru fisika SMA paling kecil dan cukup berbeda jauh dengan kota/ kab. lain yaitu 8. untuk lebih jelasnya, hasil tersebut telah disajikan dalam bentuk diagram batang pada gambar B.3.
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Gambar B.3. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Fisika SMA Di Jawa Tengah
4) Kimia

Perolehan nilai rata-rata guru pada soal uraian mata pelajaran kimia Di Jawa Tengah cukup besar dibanding nilai rata-rata pada soal uraian mata pelajaran sebelumnya. Hasil tersebut terlihat pada diagram batang  dalam gambar B.4 dimana nilai rata-rata totalnya hanyalah 61,32. Nilai tertingginya adalah 69,55 yang diperoleh oleh guru kimis Di Kabupaten Kebumen. Kab. Purworejo memiliki nilai rata-rata sebesar60,64 dan Kota Surakarta memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 57,63.
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Gambar B.4. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Kimia SMA Di Jawa Tengah
5) Matematika IPA

Jika dalam bentuk soal pilihan ganda, nilai rata-rata yang diperoleh guru matematika IPA hanya sekitar 40an, rata-rata total yang diperoleh guru matematika IPA pada soal uraian lebih tinggi yaitu 58,57. Kota Surakarta bahkan memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi yaitu 75,20. Kemudian disusul Kab.Purworejo dengan nilai rata-rata sebesar 65. Untuk Kab. Magelang, rata-rata nilainya berbeda cukup jauh dengan 2 kota/kab.sebelumnya, yaitu sebesar 36,80.
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Gambar B.5. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Matematika IPA SMA Di Jawa Tengah
6) Ekonomi

Mencermati hasil perolehan nilai rata-rata pada soal uraian oleh guru Ekonomi SMA Di Wilayah Jawa Tengah yang terdapat pada gambar B.6., terlihat bahwa Kab. Kebumen memperoleh nilai rata-rata terendah yaitu 24,86. Nilai rata-rata total yang diperoleh guru ekonomi SMA di Jawa Tengah adalah 37,71. Kota Surakarta, Magelang, Purworejo, dan Temanggung memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai rata-rata total Provinsi Jawa Tengah.nilai darri keempat kabupaten tersebut secara berturut-turut adalah 39,40; 43,88; 38,14 dan 44,67.
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Gambar B.6. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Ekonomi SMA Di Jawa Tengah
7) Geografi

Rata-rata nilai yang diperoleh guru Geografi SMA di Jawa Tengah pada soal uraian berkisar antara 32 hingga 43 dengan rata-rata total yaitu 37. Nilai rata-rata tertinggi diperoleh Kabupaten Magelang dengan nilai 43,33. Kemudian, diikuti Kabupaten Temanggung dengan nilai 38. Pada Kabupaten Purworejo, nilai rata-rata yang diperoleh oleh guru Geografi SMA adalah 37,75. Untuk Kab. Kebumen sendiri memperoleh nilai rata-rata 37,50 serta Kota Surakarta memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 32,75. Hasil tersebut tersaji dalam diagram batang pada gambar B.7.
8) Matematika IPS

Nilai rata-rata total yang diperoleh guru matematika IPS SMA Di Jawa Tengah pada soal uraian cukup tinggi dibanding nilai guru mata pelajaran lain yaitu sebesar 68,96. Nilai rata-rata yang diperoleh Kab. Temanggung juga cukup tinggi yaitu 81,33. Berikutnya, dengan nilai rata-rata 79,33 diperoleh Kab. Magelang.Kota Surakarta sendiri memperoleh nilai rata-rata sebesar 73. Hanya Kab. Kebumen yang memiliki rata-rata nilai cukup jauh dibanding yang lain yaitu sebesar 52,50. Hasil tersebut disajikan dalam diagram batang pada gambar B.8.
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Gambar B.7. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Geografi SMA Di Jawa Tengah
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Gambar B.8. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Matematika IPS SMA Di Jawa Tengah
9) Sosiologi

Dalam bentuk soal uraian, perolehan nilai rata-rata guru sosiologi Di Jawa Tengah cukup baik. Rata-rata totalnya adalah 66,35. Bahkan, Kab. Kebumen memiliki rata-rata nilai yang cukup tinggi yaitu 87,20. Kab. Magelang rata-rata nilainya juga cukup baik yaitu 74,50. Untuk Kota Surakarta dana Kab. Temanggung memiliki nilai rata-rata di bawah rata-rata total tetapi masih di 60an. Namun, Kab. Purworejo masih memiliki nilai yang jauh dibanding rerata nilai yang diperoleh kota/ kab. lain yaitu sebesar 47,43.
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Gambar B.9. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Nilai LJU Guru Sosiologi SMA Di Jawa Tengah
B.  Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa: (1) penguasaan materi ajar oleh guru di DIY pada mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional (UN) untuk soal pilihan ganda yang reratanya di bawah 70 adalah guru pada mata pelajaran Matematika IPA, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi; (2) penguasaan materi ajar oleh guru di DIY pada mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional (UN) untuk soal uraian yang reratanya di bawah 70 terjadi pada sebagian besar mata pelajaran yang di-UN-kan, yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Matematika IPA, Ekonomi, Geografi, Matematika IPS, dan Sosiologi; (3)  penguasaan materi ajar oleh guru di Jawa Tengah  pada mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional (UN) untuk soal pilihan ganda yang reratanya di bawah 70 adalah pada guru mata pelajaran Fisika, Matematika IPA, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi; dan (4) penguasaan materi ajar oleh guru di Jawa Tengah pada mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional (UN) untuk soal uraian yang reratanya di bawah 70 juga terjadi pada sebagian besar guru, yaitu: mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Matematika IPA, Ekonomi, Geografi, Matematika IPS, dan Sosiologi.

Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa tingkat penguasaan materi guru pada mata pelajaran-mata pelajaran yang di-UN-kan sebagian besar dalam kategori cukup dan rendah, karena sebagian besar mata pelajaran rata-ratanya kurang dari 70. Atau dengan kata lain, bahwa rata-rata penguasaan materi ajar guru SMA di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah pada sebagian besar mata pelajaran UN adalah kurang dari 70 atau < 70%.

Hasil penelitian ini adalah sejalan dengan hasil pemetaan mutu pendidikan yang telah dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbang Kemdikbud (2011) di 100 kabupaten/kota di Indonesia, yang menyimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya pencapaian kompetensi siswa pada UN adalah: (1) penguasaan komepetensi guru terhadap materi pelajaran yang diampunya rata-rata masih sangat rendah, (2) ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai, (3) ketersediaan buku dan bahan ajar yang kurang memadai, dan (4) pemanfaatan sarana dan prasarana yang kurang optimal. 

Hasil pemetaan di atas membuktikan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya penguasaan kompetensi siswa pada mata pelajaran UN adalah karena faktor penguasaan kompetensi guru terhadap materi ajar yang juga rendah. Pada studi pemetaan tersebut, kemampuan guru terhadap penguasaan materi ajar yang didasarkan pada hasil tes bentuk pilihan ganda dan uraian dengan materi pelajaran UN adalah cukup rendah. Bahkan fakta yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa rata-rata penguasaan kompetensi oleh guru pada beberapa kabupaten/kota pada region 3 (tengah) dan region 4 (timur) Indonesia adalah lebih rendah daripada rata-rata penguasaan kompetensi oleh siswa pada materi ujian yang sama.

 Hasil penelitian ini adalah juga sejalan dengan hasil penelitian Sukardi dkk. (2011) yang menyimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya  penguasaan siswa pada materi UN pada kompetensi dasar (KD) tertentu di wilayah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan adalah karena faktor penguasaan materi oleh guru pada KD tersebut yang juga rendah. 

Fakta ini makin diperkuat oleh hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP & PMP) tahun 2012, yang menyimpulkan bahwa penguasaan kompetensi guru pada bidang keahlian (mata pelajaran) yang diampunya adalah rendah. Dalam hal ini, masih banyak guru yang hanya  memperoleh skor di bawah 30 (dari skor maksimum 100), rata-rata pencapaian skor guru pada UKG hanya sekitar 50, dan sangat sedikit guru yang dapat mencapai skor 70 atau lebih.

Kenyataan ini disinyalir telah berdampak buruk pada kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Hal ini mengingat bahwa penguasaan materi ajar oleh guru merupakan prasyarat utama untuk dapat terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas. Guru yang menguasai materi ajar dengan baik, akan mampu mengelola dan menyajikan materi pembelajaran secara runtut sehingga akan mudah dipahami oleh peserta didik.
Fakta demikian pada dasarnya telah lama disadari oleh pemerintah, sehingga dari waktu ke waktu pemerintah tidak pernah henti-hentinya melakukan upaya peningkatan kualifikasi dan profesionalisme guru. Pemerintah telah lama berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang salah satu diantaranya adalah dengan meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru. Hal ini dapat dipahami karena kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan erat dengan kualitas guru. Guru memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan/pembelajaran, bahkan sumber pendidikan lain yang memadai sering kali kurang berarti apabila tidak didukung oleh keberadaan guru yang berkualitas. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Atau dengan kata lain, guru merupakan kunci utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, sangatlah wajar bila pengakuan dan penghargaan pemerintah terhadap profesi guru semakin meningkat, yang diawali dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang selanjutnya diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. 
Guru adalah jabatan profesional sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen,  produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif (Sulipan,  http://www.ktiguru.org/index.php/ profesi guru).  
Guru, sebagai salah satu bagian dari pendidik profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya, guru menerapkan keahlian, kemahiran yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang diperolehnya melalui pendidikan profesi.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan cara melakukan sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya, bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Hal ini sesuai dengan tujuan diadaknnya sertifikasi guru, yaitu: (1) menentukan kelayakan seseorang dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran; (2) peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan; dan (3) peningkatan profesionalisme guru (Dikti, 2006). 
Hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu, guru yang profesional dituntut untuk terus-menerus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing di forum regional, nasional, ataupun internasional. Hal ini dipertegas kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebut profesi guru sebagai profesi yang sejajar dengan dosen di perguruan tinggi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 38, pendidik (guru) adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial. Demikian pula, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru, dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dalam konteks ini, maka kompetensi guru diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang calon guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Secara rinci, masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki sub kompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.

a. Menguasai substansi keilmuan bidang studi dan ilmu lain yang terkait dengan bidang studi yang diampu. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

Banyak hasil penelitian yang mengungkapkan begitu urgennya peran guru dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Pendapat Doyle tentang sekolah yang efektif sebagaimana dikutip oleh Kyle (1985: 55), menyatakan bahwa salah satu indikator dari keberhasilan atau keefektifan sekolah adalah mutu pencapaian hasil belajar siswanya, dan mutu hasil belajar siswa tersebut akan sangat tergantung pada sejauhmana keberhasilan guru dalam membantu siswa untuk mencapai hasil belajarnya.  Oleh karena itu, guru mempunyai peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan pendidikan di sekolah. Pendidikan yang diterima siswa di sekolah, sangat ditentukan oleh para guru yang menjadi pendidiknya, karena guru tidak saja menentukan seberapa banyak dan bagaimana ia menyampaikan ilmunya, tetapi guru juga mengelola kelas agar proses perolehan ilmu tersebut dapat berjalan secara efektif. 
Demikian pula, apa yang dipelajari siswa selama di sekolah banyak bergantung pada apa yang terjadi di kelas, dan apa yang terjadi di kelas sangat bergantung pada bagaimana prakarsa guru untuk mengimplemantasikan kurikulum  ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam menuangkan kurikulum menjadi kegiatan pembelajaran secara aktual, guru mengendalikan waktu, mengatur kesempatan siswa untuk belajar, dan menentukan cara bagaimana siswa harus mempertanggung-jawabkan hasil belajarnya. Oleh karena itu, maka begitu pentingnya peran guru dalam mewujudkan kegiatan belajar-mengajar yang efektif di kelas.

Sementara itu, Scheerens (1992: 38) menyatakan bahwa ada dua faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan sekolah yang efektif. Faktor pertama, adalah berkaitan dengan kepala sekolah yang efektif, sedangkan faktor yang kedua adalah berkaitan dengan guru yang efektif. Dalam hal ini, karakteristik guru yang efektif meliputi: (1) upaya guru untuk mewujudkan suasana belajar-mengajar yang kondusif; (2) penekanan pada penguasaan kemampuan dasar; (3) adanya harapan yang tinggi terhadap keberhasilan siswa; dan (4) menerapkan sistem penilaian secara berkelanjutan terhadap kemajuan belajar siswanya. 

Berdasarkan pendapat Scheerens (1992) tersebut, nampak bahwa hal terpenting dalam mewujudkan sekolah yang efektif adalah dapat terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif, yang dicerminkan oleh kinerja guru dalam mengelola pembelajaran, dengan didukung oleh peran kepala sekolah dalam mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif.
Hasil studi yang dilakukan oleh Anderson, Everston dan Brophy sebagaimana dikutip oleh Davis dan Thomas (1989: 124) juga memberikan gambaran mengenai karakteristik guru yang efektif sebagai berikut: (1) mampu menjaga kelangsungan interaksi pembelajaran yang aktif dan memfokuskan pada bahan pelajaran, yang diwujudkan dengan adanya organisasi dan manajemen kelas yang baik; (2) memberi tugas dengan jelas,  menerapkan langkah pembelajaran yang cepat dan tepat dengan tetap mengarah pada pencapaian hasil; dan (3) melakukan monitoring setiap kemajuan belajar yang dicapai oleh siswanya. 

Sementara itu, guru efektif menurut Davis & Thomas (1989: 147), tidak saja mengelola kelas dan melaksanakan pembelajaran dengan cara yang benar, tetapi mereka juga mampu menciptakan iklim kelas yang kondusif dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan interpersonal terutama kemampuan untuk memiliki emphati, dan menghargai siswa sebagai pribadi; (2) mempunyai hubungan yang baik dengan siswa; (3) memiliki kepedulian terhadap siswa; (4) memiliki kemampuan mengekspresikan minat dan antusiasme; (5) memiliki kemampuan menciptakan suasana kerjasama dan kekompakan kelompok; (6) memiliki kemampuan melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran; (7) memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan menghormati pendapat serta jawaban siswa; dan (8) meminimalkan konflik dalam bentuk apa pun.
Mengingat begitu sentralnya peran guru dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, maka berbagai solusi telah ditawarkan untuk mengatasi permasalahan rendahnya kompetensi profesional atau penguasaan materi ajar oleh guru. Puspendik (2011), menawarkan solusi untuk meningkatkan kompetensi guru melalui: (1) pendampingan terhadap guru, mulai dari perencanaan, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi; (2) mengintensifkan kegiatan MGMP, agar para guru yang sebidang dapat saling asah, asih dan asuh dalam peningkatan profesionalismenya.

Peningkatan kompetensi guru sangat diperlukan terutama untuk menghadapi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar; tidak cukup hanya dijadikan alasan pembenaran mengapa sekolah tertentu bias mencapai prestasi tinggi. Penguasaan bahan ajar tentu saja merupakan prasyarat untuk dapat mengajar dengan kualitas tinggi dan membantu setiap anak mencapai prestasi terbaik. Sementara itu, pemanfaatan MGMP antar sekolah dan internal sekolah, benar-benar sebagai forum  untuk pengembangan profesionalitas guru. Hasil kajian yang memetakan kesulitan yang dihadapi siswa, dan sumber-sumber kesulitannya, terutama di level kelas, perlu diagendakan di MGMP, sebagai bahan diskusi, mencari solusi, dan berbagi pengalaman dalam menerapkan solusi di kelas/ sekolah masing-masing. 
Sukardi dkk. (2011) menyatakan bahwa untuk meningkatkan penguasaan kompetensi siswa terhadap materi UN SMA, dapat ditempuh melalui: (a) penyusunan modul pembelajaran untuk KD-KD yang dianggap sulit, (b) peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan MGMP, baik internal sekolah maupun MGMP kabupaten/kota, dan (c) pendampingan guru untuk menerapkan lesson study, guna meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran.

Sementara itu, BPSDM & PMP melalui Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) menawarkan model Peningkatan Keprofesionalan Guru Berkelanjutan (PKB) untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama kompetensi pedagogic dan professional sesuai capaian kompetensi berdasarkan hasil UKG. Ke depan, model PKB ini akan diefektifkan, terutama berkaitan dengan sertifikasi dan resertifikasi guru atau evaluasi kinerja guru pasca sertifikasi.
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kemampuan penguasaan materi guru di DIY (pilihan ganda)yang reratanya belum 70 yakni guru mata pelajaran matematika IPA, Ekonomi, geografi, dan sosiologi.  
2. Kemampuan penguasaan materi guru di DIY (uraian) yang reratanya belum 70 yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, matematika IPA, ekonomi, geografi, matematika IPS, dan sosiologi. 
3. Kemampuan penguasaan materi guru di Jawa Tengah (pilihan ganda) yang reratanya belum 70 yakni fisika, matematika IPA, ekonomi, geografi, dan sosiologi.  
4. Kemampuan penguasaan materi guru di Jawa Tengah (uraian) yang reratanya belum 70 yakni pada mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Matematika IPA, Ekonomi, Geografi, Matematika IPS, dan Sosiologi.
B. Saran

Bersadarkan hasil penelitian ini, dapat diperoleh bahwa sebagian guru masih belum menguasai kompetensi profesional,  ditinjau dari pemahaman materi pelajaran yang harus dikuasai siswa selama pembelajaran. Terkait dengan hal ini, diperlukan suatu upaya peningkatan, sehingga ada perbaikan selama proses pembelajaran. Perbaikan proses pembelajaran ini berujung pada peningkatan pencapaian belajar siswa.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada sebagian guru yang penguasaan materinya belum mencapai 70%. Materi-materi yang belum  dikuasai perlu diidentifikasi, kemudian dilaksanakan pelatihan terkait dengan materi tersebut.  Pelatihan ini dapat diformat in-on-in, sehingga dapat langsung diterapkan dalam pembelajaran.
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